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ABSTRAK

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat. Namun pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sering
disalahgunakan untuk menghentikan kebebasan berpendapat dan berekspresi
sehingga penyalahgunaan ini tidak sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat.
Penelitian ini mengidentifikasi, Pertama, bagaimanakah pembatasan hak kebebasan
berpendapat dan berekspresi ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat, Kedua,
potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan
perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan historis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan sewenang-wenang aparat penegak
hukum untuk menghentikan kritik yang disuarakan oleh rakyat terhadap pejabat
publik ini tidak sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, disebabkan negara dengan
sistem demokrasi akan tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan
berkumpul dan mengemukakan pendapat serta pasal dalam peraturan perundang-
undangan sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan kritik
maupun aspirasi rakyat yang ditujukan pada pejabat publik. Realitas peraturan
menunjukkan bahwa seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai
dengan hati nurani dan hak memeroleh informasi merupakan hak asasi manusia yang
hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada
kesimpulan penelitian ditemukan fakta bahwa aparat penegak hukum bertindak
sewenang-wenang dalam menyalahgunakan norma pencemaran nama baik dan/atau
penghinaan untuk menghentikan Kkritik terhadap kekuasaan tertentu, tentunya hal
demikian melanggar hak asasi manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) masih menjadi pengaturan yang
paling sering disalahgunakan dalam membatasi kebebasan berpendapat dan
berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga perwakilan rakyat lebih
tanggap terhadap aspirasi rakyat, selain itu perlu dikaji ulang pengaturan yang
memiliki hubungan dengan pejabat publik agar suara rakyat tidak disalahgunakan
sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.



